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Jakarta, 1 Februari 2021- Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
(PHP) Gubernur Kalimantan Selatan dan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 pada Senin (01/02) pukul 08.00 WIB dengan
agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim
Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Pada sidang perdana yang digelar selasa (26/1), Pasangan Denny-Difri berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XI1/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember yang menetapkan
Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai pemenang pilkada (Sahbirin-Muhidin). “Pemohon mempersoalkan
tingkat kehadiran 100 persen di beberapa TPS di tengah partisipasi masyarakat dalam pemilu yang sedang menurun. Selain
itu, ada bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon Nomor Urut 1,” kata kuasa Pemohon, T.M.
Luthfi Yazid didampingi kuasa Pemohon lainnya Muhammad Raziv Barokah.

Pasangan Denny-Difri melalui kuasa hukumnya juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial yang
dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, seperti bantuan tandon air untuk cuci tangan
pencegahan Covid-19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel yang ditempeli stiker citra diri berupa
gambar dan nama “Paman Birin” ditambah tagline “Bergerak”.

Selain itu berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat
Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 163/PL/02/6-BA.63/PROV/XI11/2020, jumlah suara
sah sebanyak 1.659.517 yang artinya 1,5% dari jumlah tersebut adalah 25.432 suara. Sedangkan perolehan Pasangan
Sahbirin-Muhidin sebanyak 851.822 suara dan perolehan suara Pasangan Denny-Difri sebanyak 843.695 sehingga selisih
keduanya adalah 8.127 (0,4%). “Oleh karena itu, Pemohon berpendapat selisih suara antara paslon nomor urut 1 dengan
Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan sebagaimana dalam UU Pilkada,” jelas Luthfi Yazid.

Lebih lanjut Pemohon menyatakan, pelaksanan pilgub Kalsel terdapat beberapa hal yang melanggar prinsip- prinsip pemilu
yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu “luber” dan “jurdil”. Oleh karena itu menurut Pasangan Denny-Difri,
seharusnya Pasangan Sahbirin-Muhidin dibatalkan dari pencalonannya. Pasangan Denny-Difri mendalilkan, pada pelaksanaan
Pilgub Kalsel terdapat kecurangan, ancaman, dan intimitasi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan seperti di Kecamatan
Binuang, Kabupaten Tapun, Kecamatan Hatungun, kecurangan di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, serta
kecurangan dan pelanggaran yang menyebabkan penambahan suara bagi Pasangan Sahbirin-Muhidin di Kecamatan
Banjarmasin Selatan.

Sementara itu, sidang perkara PHP Walikota Banjarmasin, dengan nomor Perkara 21/PHP.KOT-XIX/2021 dimohonkan oleh
Ananda dan Mushaffa Zakir (Pasangan Calon Nomor Urut 4) Pasangan Calon ini menuntut Pembatalan Keputusan KPU Nomor
245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/X11/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara terbanyak.
Pemohon menilai terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 yang merupakan Petahana antara lain
peyalahgunaan bantuan sosial berupa pembagian sembako dan BLT, penyalahgunaan Videotron Pemkot Banjarmasin untuk
kepentingan Petahana, pengerahan RT/RW dan Petugas Kebersihan dengan iming-iming kenaikan insentif dan juga
kecurangan yang terjadi diseluruh TPS berupa penggelembungan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (BPTb). (LTS).
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